BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 di
Kota Bengkulu belum berjalan secara optima karena
pemerintah daerah belum memiliki peraturan pelaksanaan
berupa Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan, lemahnya koordinasi antarinstansi,
terbatasnya pengawasan terhadap pembangunan, serta
minimnya pemberian insentif kepada petani. Kondisi ini
berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan pertanian
secara masif dan tidak terkendali, sehingga tujuan
undang-undang untuk menjaga ketahanan pangan,
keberlanjutan pertanian, serta mencegah kerusakan
lingkungan belum tercapai.

Kgian Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Terhadap Alih Fungs Lahan Pertanian Di Kota Bengkulu.
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Alih  fungss lahan pertanian di Kota Bengkulu
menimbulkan berbagai dampak negatif, baik pada aspek
ekologis, sosial, maupun ekonomi masyarakat, terutama
petani. Hilangnya lahan pertanian, rusaknya irigas,
ketidakadilan ekonomi, dan kerentanan pangan
menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum
sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat |uas.
Jika ditinjau melalui prinsip-prinsip syariah seperti
maslahah, ‘adalah, dan dar’ al-mafasid, kondis ini
menunjukkan  bahwa  nilai-nilai syariat  belum
tergjawantahkan dalam pelaksanaan kebijakan. Artinya,
implementasi perlindungan lahan pertanian masih jauh
dari prinsip keadilan dan pemeliharaan kesejahteraan
sebagaimana dituntut dalam Siyasah Tanfidziyah.
B. Saran

1. Pemerintah Kota Bengkulu perlu segera membentuk
Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, sebagai turunan dari Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2009, memperkuat koordinasi
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antarinstansi terkait, dan meningkatkan penegakan hukum
terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Pemerintah
juga harus memperketat prosedur pemberian Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang, meningkatkan pengawasan
lapangan, serta menyediakan sistem informasi lahan yang
akurat dan terintegrasi. Langkah ini penting untuk
menjamin kepastian hukum, melindungi lahan pertanian
dari konversi tidak terkendali, serta mengoptimalkan
fungsi tanfidz dalam tata kel ola pemerintahan.

. Pemerintah perlu meningkatkan peran pembinaan dan
pemberdayaan petani dengan menyediakan insentif
ekonomi, bantuan teknologi, perbaikan irigasi, serta
sosidisas yang masif terkait pentingnya perlindungan
lahan pertanian. Program pemberdayaan tersebut harus
disclaraskan dengan prinsip-prinsip syariah  seperti
keadilan sosial dan pemeliharaan kemaslahatan. Dengan
demikian, petani memiliki motivasi dan kemampuan yang
lebih kuat untuk mempertahankan lahan pertanian,

sekaligus mendukung upaya pemerintah  dalam
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mewujudkan ketahanan pangan dan pembangunan

berkelanjutan di Kota Bengkulu.
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